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TENTANG

PEDOMAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN KOMISARIS
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BEKASI,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau
Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Daerah serta dalam rangka
pelaksanaan penerapan pengelolaan Badan Usaha
Milik Daerah di Kota Bekasi dan mewujudkan
prinsip Good Corporate Governance (GCG), sehingga
diharapkan dapat menciptakan Badan Usaha Milik
Daerah yang profesional, efektif dan efisien maka
dipandang perlu Pedoman Pemberhentian Dewan
Pengawas dan Komisaris pada Badan Usaha Milik
Daerah di Kota Bekasi;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberhentian
Dewan Pengawas dan Komisaris pada Badan Usaha
Milik Daerah di Kota Bekasi.

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris
dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 700);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun
2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan
Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);



Memperhatikan

Menetapkan

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun

2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Berita Acara Rapat Penyusunan Draft Peraturan Wali
Kota Bekasi tentang Pengangkatan, Pemberhentian,
Pelaporan dan Kinerja Dewan Pengawas dan komisaris
pada Badan Usaha Milik Daerah Nomor 539/BA.33
/Setda.Ek tanggal 23 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERHENTIAN
DEWAN PENGAWAS DAN KOMISARIS PADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH DI KOTA BEKASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikian
Kekayaan Daerah yang disahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang
selanjutnya disebut KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang
memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau

Dewan Pengawas.



10.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan
Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah
Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari
kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda, adalah
BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam
saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)
sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD
yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah
organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang
tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan Perusahaan Umum Daerah.

Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan dalam rangka penerapan prinsip Good
Corporate Governance (GCG) dan optimalisasi tata kelola perusahaan yang baik
pada BUMD di Kota Bekasi.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menciptakan tata kelola
perusahaan yang baik pada masing-masing BUMD melalui keakuratan,
kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian laporan Pengawasan BUMD.



(1)

(2)

BAB I11
PEMBERHENTIAN
Pasal 4

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris
diberhentikan oleh RUPS.

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila:
a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; dan/atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 5

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir
karena masa jabatannya berakhir sebagaiamana Pasal 4 ayat (2) huruf b,
anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan
laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum berakhir masa jabatanya.

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang
belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa
jabatannya.

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai pertimbangan oleh KPM dan RUPS untuk memperpanjang
atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas
atau Anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah
hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan
publik kepada KPM atau RUPS tahunan.

Pasal 6

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris diberhentikan
sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c,
pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian;

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data

dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas

atau anggota Komisaris yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau
ketentuan anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada
BUMD, negara, dan/atau daerah;



d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau
anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah
Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

BAB IV
TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Usualan Pengunduran Diri
Pasal 7

(1) Anggota Dewan Pengawas mengusulkan permohonan pengunduran diri
kepada KPM melalui surat pengunduran diri yang ditandatangani diatas
materai.

(2) Anggota Komisaris mengusulkan permohonan pengunduran diri kepada
RUPS melalui surat pengunduran diri yang ditandatangani diatas materai.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Persetujuan Pengunduran Diri
Pasal 8

Persetujuan KPM atau RUPS paling lama disetujui 14 (empat belas) hari kerja
sejak permohonan pengunduran diri diterima.

BAB V
KEKOSONGAN JABATAN
Pasal 9

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas atau
Anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh
KPM atau RUPS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



